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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal
264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) , sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965



tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-
Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah  Otonom
Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 195);

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisr Selatan Nomor 192);
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisr Selatan Nomor 72), sebagaimana



telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisr Selatan Nomor 235);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026, (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisr
Selatan Nomor 238);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA  KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

S

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.

Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang
dipimpin Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.



10. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, yang
selanjutnya disebut Bapedalitbang adalah Badan Perencanaan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahun 2023.

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan Daerah yang disusun
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program
strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari
RPJMD.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tema peningkatan
Sumber Daya Manusia dan produktifitas sektor unggulan menuju
transformasi ekonomi.

Pasal 3
RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :
a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
b. pedoman penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun 2023;

Pasal 4
(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
b. prioritas pembangunan daerah;
c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

(2) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD
memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum = yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.



(3) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan
dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun
sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.

(4) Prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan
hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan
sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.

(5) Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, memuat program dan
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD

untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 5
RKPD memuat 5 (lima) Prioritas Pembangunan Tahun 2023, yaitu:
a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan Pangan;
Penyediaan Infrastruktur Penunjang Ekonomi;
Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan Pariwisata; dan

o oo o

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Pasal 6

(1) RKPD disusun dengan sistematika yang terdiri dari atas:

a. BAB I Pendahuluan;

b. BAB II . Gambaran Umum Kondisi Daerah;

C. BAB III . Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
d. BAB IV :  Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;

e. BAB V :  Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;

f. BAB VI :  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
g. BAB VII : Penutup.

(2JRKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Bupati melalui Kepala Bapedalitbang melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap RKPD.
(2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:



a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD; dan
c. evaluasi terhadap hasil RKPD.

(3) Kepala Bapedalitbang menyusun laporan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan dan hasil RKPD secara berkala setiap triwulan
untuk disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan kepada Gubernur.

(4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RKPD
menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan
program dan kegiatan yang diajukan oleh Perangkat Daerah pada tahun
berikutnya.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan.

Ditetapkan di Painan
6 Juli 2022

Diundangkan di Painan
pada tanggal 6 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
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